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TII,IJAUAN HUKUj{ ISIJAIvi TERHAD*P TINDAK

PIDANA PB;,IYBIUNDUPAN

A- Tind,k pidilna penyelunciupan men*rut hukurn rs.r;rm

untuk menBilnalisa hukum rs-Lam tentang penyelundupa.
ini, perlu kiranya mengaci.rkari rincian terrtirn53 ju6ul tersr,r
but, sehingga untuk awal-"3afam,narr-isa ini perlu mengeter-
hui terlebih dahul-u bagaimarn tin jauan behyelnndupan i tu
sendiri menurut hukurn fs1am.

Dengan mernperhatlkan perundang-undangan penyelun
dupan, maka dapat diketahui bahwa lingkup t6x,jadi.ny.
penyelundupan dapat terjadi dalam ekspor-impor cian inter-
suler. sedang terjadinya dapat melalui laut ataupun udara.

Penyelundupan dalam lingkup ekspor dan impor dapat-
berwujud :

ffemasukkan di:.n mengeluarkan barang yang sama sekali ti-
dak memakai d.okumen.

ekspor-i-mpor dengan tidak memakai dokumen i:.tau memakai
dokumen tetapi tidak lengkap.
ekspor dan impor barang dengan melar_ui instansi resmi_
namun terdapat rnanipulasi mengenai barang, manipulasi*
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kualitas barr,ng atau manipulasi kuantiteis barang.

Sedangkan pelanggaran intersuler terjadl apabila ka

paI-kapa1 yang mengangkat barang-barang dari pelabuharn srj

tu kepelabuban lain yang masih dalam satu wilayah negara

dcngan tidak memenuhi formalitas yang ditentukan
jawatan pabean.

ol elr

Dengan menggambarkan penyelundupan tersebut di atas
maka pada umumny.l hakekat penybl":rndupan adalah s;uatu tiri
dak pid:rna yang berhubungan ekspor-imprirr bararng, dengan

adanya nTanipulasi dokumen yang ditentukan pabean, atau

tidak adanya manipulasi akain tetapi adanya pelanggaran

prosedur masarah ekspor-impor yang kesemuanya karena ader-

nya potlf;nenghipCari pengawasan dari dinas pabean atau
menghindirri pembayaran beei cuakai.

Dalam ilmu f iqih bea sukai dikenal dengan',usyBurrr -
yaitu pemungutan yang diambil atas perdagangan orang, asing
dan dzimmi yang keluar masuk wila3ah kekauasaan negara is-
1am

Pada masa P.osul-ullah SAVI sebenarnya peraturan menge

nal usysur ini belum ada baru pada masa pemerintahan umar

bin Khottab, diman.r pemerintahan islam l-telah rnel u;is

dan perdagangan sudah tumbuh dan berkembang, maha banyak-
gubernur mengadakan atau mengatur perdagangan, maka dite
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rapkiln peraturan usysur.

Motif dladakannya peraturan usysur ini karena ad,-
n$a surat dari Abu Musa Al-Asytari gubernur IJasrarh rnen

jelaskan bahwa saudagar-$audagar isr:rm apabila masuk ke

neg.rra itu merr6;en.rk;rn bayar;:n usysur l; erhad.rp ur.rrlg- or.:1rtj.

yang masuk. 0]eh karena i tu apaikah t idak eeba iknyai kalau
pemerintah islam juga bertindak demj.kian terhadap barang
barang dagangan yang dibarver ke negara islam dan

pungutan usysur itu dimasukkan ke baitul ma1.

Pungutan yang dikenakan orang-orang muslin sebesar
2b% , sedangkan bagi orang-orang mus1lm asing dikenakan
ro % serta orang dzimmi dikenakan j%, Ketetapan tersebut
setelah adanya laporan Abu lvlusa A1-Asyrari yang melapor-
kan bahwa bahwa orang yang berdagang di darul harbi di
kenakan usysur .

Dengan d em 1i., j an ny*t iil ah trErhwei penilamb i I ir.rt bee
ctikili dari ]:ar1;t perdaganga]t adnilah ci idiisrk;n ;,adi i j t j _
]-Li:rl .Har inr l-;arena, nash yang. khusus yang menjelaskan me

ngenai bea cukai baik dari &itab Al1ah dan Nabi t idak
pernah nelaksanakan baru pada masa sahabat yang mula-mura
mengadakan ketentuan ini adal-ah Kholifah umar bin Khdrt

tab

hasil

Selanjutnya tsebagaimana kalau seseorang malakukan-
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tindak pidana !r:t-,.;rslundupiin i11egal (penyelundupan fis jk )

yaitu lemasukan barang atau pengeluaran barerng (ekspor )

yaitu pemasukan bara.ng atau pengeluaran barang (ekspor:in
por ) tanpa..mbnggunakan d ok umen yang seharusnya d i pe nulr i
ataiu diwajibkan bea cukai.

sehubungan dengan masalarh diatas, maka bila menefiti
beberapa nash bea cukai baik'dari a1-Qurran maupun sunnah

Rosul, memang disana tidak menemukr-in ayat atau -. . 'hadits

y.ing secara nl,ata gamlang rnenyinggung masal-ah penyelundr:p

an. Namun begitu bukan berarti penyeluridupan tersebut cti

bolehkan atau ha1 tersebut tldag terjangkau oleh syariat-
Is1am. Ftengingat syariat Islam meupakan syariat V3NP

lengkap dan sempur. nah dapat n:emcnuhi tuntutan zaman- -se

balaimana:firman A}lah.r;ldblam surat AI-An-Am ayat 38.

lJntuk kelansungan hidup negara perlu memperhatikan

kebutuhan yang banyak selaki dan harus dipenuhj.. Dianterra
kebutuhan j-tu memerlukan se junrrah aLat kelengkapan negara
baik sipil maupun m111ter, guna menjamin terus berputar
nya roda pemerintahan cln pelayanan rakyat serta menjaga

keamanan negara. Begitu juga untuk mewujudkan keamanan

maka perlu pembelanjaan untuk angkatan perang disamping
itu pemerintah juga membangun baik berupa pembangunan fl
sik seperti gedung-gedung, perumahan raklat, jalan- jarlan

umum, bendungan-bendungan untuk kepentingan pertanian rirk
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ylit rian lain sebagainya. Pembangunan mental

rnutlak diperlukan, pembangunan d irran.r dapat

sBpiritual

pendidik;rn dan pemupukan kesadaran berriegara bar11i

yanij menunjang pembanguneln llisik y.lng ciilakukiin.

berupa

rakytr t

Namun semua kebutuhan l,ersebut d iatas harrus terpe;

nuhi untuk kelangsungan hidup negara, maka dilerlukan
dana pembelanjaan yang cukup untuk nrenjamin ter'lerksanarrya

kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud. Daner untuk mendapat -
kan dana perlu us;aha untuk mendapatkan sumber-sumber dari
negara. Salah siitu diatara sumber-samber itu adalah pen-

dapatan negara, nelalui pungutan bea cukai dan pungutan

lain yang sah, yang bertanggung jawab dibebankan kepada

aparat itu send j.ri yaitu Eerktorat Bea Cukai, suatu apa-

riit dalilm l ingkLrrlgan departemen keuangan.

Dari kenyetaan-kenyataan yang penulis uaraik"rn pa-.

d;r bab yang terdahulu terlihat bahwa ?.|-jo % rata-r,aLa
pertahunnya anggaran ditutup dari pendapatan Derektorat-
irea cukai. Dengan demikiern peranan bea pungutan beacukai
cukup besar terhadap pernasukan keuangan ...rrlegi!.ra dan
dan akhirnya digunakan pemerintah untuk pembangunan rak-
yat. Maka sangat pelu usahm penyelamatan keuangan negara
yang seharusnya tetapi senarntiasa terjadi pernyelundupan.

l'lemperhatikan dar.i" uraian*uraian tersebut diata me-
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dalam f irrn:ln-Nya surat An-Itisa I ayat 59.

Rerdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negar.l

hirrus taat kepardar kepala negarir atau uli1 amrih, ' eelama

kepala negara tersebut t j-drik berlaku dhol im .rt;ru melang

gar aturan-at-".urail dalani pelnerintah'1;:ang di und;rngkan,

Dengan demrkian pelaku penyelundupan i11ega1 yang

tidak menggunakan dokumen resmi yang ditetapk;rn perllndang

unda:.ngan jelas tidak dibenat'k:rn dalam parrdangan . liukurri

is1am, karena telah melakukan muramalah dengan tanpa

mengindahkan perUndangan-unclangan yang ditetcrpkan pemerirr

tah. Ditegaskan dalam sLlrat A1-Baqarah ayat ltlfi dan d i je-
]askan pula dalam firman Allah Surat An-Nisar

Dari dua ayat tersebut diatas berintikan
melakukan muramalah .apa saja kita dilarang

aygt 29.

d a1;im

melakukan

perbuatan yang me.ngandung unsur bathil yang tidak sah.

Disini termasuh juga tidak diperbolehkan melakukan tindak
pidana penyelundupan , karena penyelundupan jelas- jelas
melanggar perlindang-undangan $ang ditetapkan pgrnerintab-

fni berarti. menentang tinda.kan pemerintah dalam usaha

mengatur peredaran bar;eng-barang untuk kepentingan urrurn

dern mengusahakan terbayarnya hak negara berupa bea-bea m;t

suk dayr:lain-1ainnya.

Bentuk atau wujud penyelundupan yang l.ain yi:1ti.r

penyelundupan yang bersifat administrasi yakni in:por darr
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ka penetapan ben masuk yang berupa pungutan terhiLdap ba-

rang-barrrng ekspor dan impor hal ini sesuai dengan usrytur.

Dan d il ihart dari segi kepentingan negara untuk pehbelan jar

an negara yang berarti dem-L kemaslahatan ummat i-rt.ru rieg.l *

ra . Maka berdasarkan maslaha mursalah ha1 i.ni dapirt

dibenarkan. 01eir karena itu nenegakkien r:u.rtu ke;:dil.rrr riu

atu Ilegarii h:rrus d iadakan pungutan-pungutan sepert i be:r

pungut, bea cukr:i, bea ekspor irnpor ini juga harus rli-
usiihakan seadil-adilnya dengan melihat situersi dan kondr-

si masyarakat sebagai mana konsekwensi karrena pupgulan

tetap telah ditetapkan oleh kepala negara dengarn suatu pe

raturan maka bagi pelanggar yahni pelaku ; pe&yelundnpan

tentunya dikenal<an sanksi hukum dengan berat ringannya

berdasarkan undaug-undang yang berlhku di negara

send iri .

itu

Namun ha1 ini pemerintah tidak boleh menentukan

hukum kepada v'rarga negaranya dengan cara yang sewenag- lre

nang atau dhol j.m. Ffemang kewajiban bagi . lrnpoi.tir .,dirn

eksportir bersumber dari peraturan-peraturan perundang-un

dang;an yang tlerlaku y{rng ditetapkan negara. Melarui badan

y.lng berwenang. untuk itu kervajiban pribadi importir dari

eksportir harus dilaksanakan.

Sebagai weirga negar{r yang baik tentunya Li;irus;

selal-u taat kepada segalar peraturan penguasa negara

atau pemerintahan , hal ini juga diperintahkan Allah StJT
' .-. : - : -
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ikppor nahkoda a tau oknum-oknum lairr yang rnernasukkan bi:-
r.ir)g-barang (dagrrng:rn) melarlui instansi resmi (di1;rkukirn

di pantai yang terdapat instansi bea cuhai)tetapi ter.oa

pat manipulasi dokumen.

Bentuk penyelundupan administrasi padar pokokrry;r per

buatan manipulas i yang se h.rrusnya mel ind ungi bar.ang-ba

rang yang diekspor atau impor dengan dokumen yang ditetap.
bea cuka j.. Manipul"asi tersebut dapat be rupa manipulasi -
kuanti-tas yakni perbedaan jumlah barang, tidak sesuainya
jumlah barang dengan dokumen. sedangkan rnanipul;rsi kual j--

tas antara dokumen yang mencantumkan jenis bara:ng tidak
cocok dengan kenyataan barang dari segi jenisnya, fiisalnya
dokumen PU (na) merryebutkan jenis barang oabat-r. ,nyamuk

tetapi kenyataannya barang-baritng lux.

IVienanggdpl masalah m;:.nipulasi sebuah aya daram surat
Al-Mutaffifin ayat r dan juga didukung oleh sabd;r Rosulul
lah yang melaran{i adanya jual beli dengan jalan menipr,r

Dari oprdrt a1-rrlutaffifin ayat r menjelaskan larang
an curang bagi seorang yang melakukan menimbangr menakerr,

namu.n inti dari ayat tersebut ( itrat hukum) ai"sini. adalah
larangan untuk berbuat .yang tidak semestirrya, atau berbuat
curang. Demiki:rn juga mengeniti i11at hukum d:rrr irlrd i-ts
yang tersebut d iatas ardalah perintah untuk berbuat yi:ng
tidak semestinya yaitu menunjukkan barang_barang itu
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cacat;ltau je1ek. pendek kat;r kita dilarang untuk menipu.

Iv1aka dengan mendasarkan kepad:r da1i1 tersebut d i:itas
maka tindakarl perlyelundupalt dengan cara mema.riipulars;i doku-

rien tersebut tiriak dibenarklrn dallarnpand;:ngan hukum islsm
yitng seltaliguc harirm, karenrr ponyelundupart clen6lairr

memitnipulasi dokumen ttu tbrJadi karena adanyir pernyataar-r

yang tidak sebenarnya dan atau palsu yang di.sengaja terrna

suk menipu atau berbuat curangr yang kesemuanya itu trrca
kup dalam rangka larangan dal;,m dua ayat tersebut.

Leblh jauh lagi masalah ini dengan terjadj.nya memar-

nJ.pulas i kuantitas maka ter jad ipula memanipulas i harga
yang kesemuanya ini menjadi ciri dari bentuk penyelundup-

orr setidcrk-tiderknya penyelundupan administrasi yang

terjadi pada nas& kini semakin berani. oreh karenar itu
langka y{ing tepat dilakukan pemerintah ddJ.ap,.mengendali -
kan penyelundupan dengan melakukan pengawasan yang lebih
ketat terhadap barang-barang ekspor-impor harus melalui
instansi bea cukai.

Dan kalau kita menenggolr rnasa silam khususnya perne-

rintah Ilmar bin Khottab r.a. juger telah ada saatu lemb,aga

yang dinarnakan hisbah, rlimaner lembaga i.ni teLah diux.r.rs

(ditetapkan) petugas-petugas yang menuntut dan,,mengusut

orzng-ocrang yarrg melani;garr tata tertib termasuk melirng-

C&fir

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



.,.a

gar peraturan dibidang [,endagbll&an yang dapat, rnengganggu

kelancaran pembangunan negara, khususnya pembangunan ekc;ncr

mi negara.

I{aka haI ttu bisa dikattkan dengan kenyataan-kenyata

an sokarangrmaka fungsi bea cukai tidak jauh bertreda de-

ngan lembaga hisbah yang dipraktekkan pada masa Umar bin

Kho ttab.

Adapun mengenai tindak pidana penyelundupan bi.sa

dikatagdrikan sebagai pernekaran dari pemahaman tindak

pidana subversi bila tindak pidana tersebut mempunyai

unsur-unsur sabversi yang dalam ftqlh islam dieebut de-

ngan tindak pid.ana bughot.

Kalau kita meneliti unsur-unsur pidana subversl dan

bughot, maka eebenarnya berbeda walaupun ada segi persamaan

nya. Suatu ha1 yang membedakan adalah adanya syarat ddles
situasi perang atau pemberontakan, syarat bu6hot yang sgtu

inl didasarkan pada perlstiwa BeJarah yaitu ketika sudah mu

1ai nampak muncul golongan khowarij.

Dalam hukum positif memang penyelundupan digolongkan

sebagai tindak pidana prrbversi kalau perbuatan tersebut 3u

dah rnemenuhi unsur-unsur subversir sedangkan tindak pldana

penyelundupan dalam hukum islam iuga bisa dikata gorikan

seba€at tindak $i-daaa subversl r yffitr:" sul,versL da l-a n
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3rt1-1u-aqa maki.l tercerkup did.ilamnya etdalah tj-ridirk p1d:rna

penyel-undupan, eir:i:ab sasarirn derri pac1.l suversi i tu jug:r

dap:it neliputi bidang politik,ekonomi dan lain sebaiglirr.y.r.

Dalam ha] ini penyelurrdupan yang sud.rh punyil s;kaf;r tr,'lsar

seperti akhir-:rkhir ini perl.yelundup.lri terrt:rng rr.rt'art :/atL;';

mengakibatkan mil"yarnn rupiah lepas dart tid.-rk ri.rsuk ko

kas negara. fni berarti negara dirugikan oLeh pelaku tin-

d;lk pid.:.na peny.:ilundupan.

'Dalam pen.yelundupan impor akibat yang ditiinbulkan

semakin parah, kalau bararng-bar.rng hasil d;rrl penyel undup

an tersebut memasuki pasaran dalam negeri bukan

mungkin akan dapat mengacaukan stabil.rtas ekonomi n:rsio:"-:

nal . FIal ini bila penyel"undupan yang }ang' sl-fatnya ,-kecil"
tidak mempengaruhi stabilitas ekonomL, akan tetiipi g-elom

bang penyelundupan yang bershala besar dengan nilai y:rng

milyaran dapat mcmpengaruhi stabil i tas ekr:norni .

Daladr.haI ini penyelundupan tersebut digolongkan se

bagai tindak pidr:na suversi, blIa kita lihat dakzrm keten-
tuan fiqih memang belum ada, sehingga untuk meninjau hal
ini langka yan6 tepat adaliih mendudukkan masa.l";rh penyelun

f,up.ln tersebut sebagai deli.k erp4 dan selanjutny:"1

bisa diketahui pertimbangiin hukumnya.

Penyelundupan sebagi-ri pidana suversi. beretrt j. meruprr

tidak

n k:r rr
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kan jarimah politik dan dr:pat diidr:ntikkarr derrl;.rn bltg|:bt-

Aki.rn tetapi bj.lar hcrl tersel,ut diperm;rsirlaltk:rrt ad;rk i:h

termasuk jarimah pol j.tik dalam is1am.lrlanuriit H;in:rf i ad:i-

Ilya jairim:-rh politik.,:itu riisyarlatk:in adanya s: f':-it rnerien-

tang untuk melalls;anakarn kewa jib;rn her:d;ik menggul lrrgk;rn pe

Irilu.lsii tertinggj- clal.am situasi luar tlj.;rs;i' Ji:7 i+.;t-t tlalari
keada;n memberontak ( llarrarf i rI967 i f9 ). 1,;,rdaharl ' tindnk

pidtrna penyeluri.dupan:;etr;,rlikny;r tid.rk hariya parl .r l:i1tua. llj

pe:rnlteronterkan r,rl:,,rLl perang bahkan dalam situasi

justru sering terjadi

d iirna i

llenurut penulis pellyel.undupiln bisa dikati,gorikan se

bageri" tindak pi derria Sltvers i , sedang tldak terdapatrrya ]re

dug syarat tersebut dalam pidana politik bo6lho bisa dito-

lirer , sebab $edua sgarat tersebut hanya digolongkan pa

ria lleristiwa golongan khowa.ri j bukart didalsilrki-irl ;iader rii,'.sh.

Alasan lairr mengingirt arrti suversi te.l ah rrerig;alanri

pemekaran eirti, sehi"ngga arti suversi tidak haril'a 1e$a-l

sa ja tet;ipi juga tindak 1.,i dana yang mempunyal lerrderr:; j

suversj. bis;'r digolongkan set;:rgsi tinrlirk pidaria sjuv(irsi.

Il. Ilul.ruman b.-riJ-i pelaku L.irrdi:k pidana panyelundupan

Setelah rnemperhat j-kirn rumu.san def in j si, Llnglrr-' unsuf

sertd mftci.lm-fi;eiCitmD1rs tinti;rk pj-dana pl:il .r tlab yrni\ cjaltu-Lu r

I
.

at

it
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Iilal!ia siuatu perbLta.tan bis:r dikata6;orikan se[;agii peri,uaLirrr

tindak pidana d:rri bisa dikenakan sanksl hukullarr, bila
perbuatan tersebut n; elawarrr hukum sert.r fir€rnrrt ulr i uriilur

unsur pidana.

i'enyelurrdupa.n aciiilaiLt suatu perbuaL:rrr yilni: ci igc.rlong
kan sebogai suatu tirrd.:k pidana, h.tr irri kirr.erri., per-buat
an tersebut tel::i'r nrenncnuhi u.nsur-unsur pidana &an bersi-
fat tnelarvan |rukurrir s€hin61giL 1-risti dikenakain sar:ksj hiikum-
cl.il.

untuk nrengeiahui sanksi hukuman bagi peraku tindak
pirierna penyelundupan, makir perlu kiranya 5ne.nperhatikan
nash!-nash bai]< el-Qurtan atau hadits yang riengan tegas
menjelaskan hal itu.

l\'ienurut htikum islam tindak pid;rna penyeluridupan bu-
kan terniasuk tinrlak pidana huciud, karrena baik metcam atau
Itukumannya tidetk ditentukari dalam nash. Akitrr tettrpi tirrria
kan itu termasuk d;rlam tindak pidana tat zir setrab f;r-l i k

bentuk mal,lpun hukumilnnya d i tentuk;rn ol eh perneri,tah r stru
pun h:rkim denagn tu juan urrtuk meLindungi seluruh reik.yat.
Sebaga imana ur:a i an ),ang penul i s kemukakarn d i bab Yanit

darhulu bahwa tar :u ir rneruparkan hukuman yang t idak d i tentu
kan oleh syara t kadar hukumannya d:rn t id:ik .icl:r rr:ish y.Liy;€\

mr:ngatur secara khusus t itrdakan tcrsebut .
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xetcrntuant j.nderk piil.lna penye l urrdupitn aidarlah produ|" pcme

rlntah clan tidak cliatur dalam nashbaik bentuk r" ^ maupirti

hukumannyar maki: tindak piclana penyelundupan termnsuk tin

dak pidana t;rrzir'

Tincl;:k pirlana penyelurrrlupan adrilalt melanSplar ku tet^-

tuan-ketentuan yang ditetaipkan oleh derektorart Jenderal

Bea Cukai. P,aik periyelundupan itu tiilakukan secal':1

dan i11ega1 . adalah pelr:.nggaran ateiu dosa menurut

IsLam. Sedangkan hukum.innya tldak ada dalam httkuman huOuO

di,rn ki-rfarah, batas*bati-rsnya ticlitk di t'enttikart ak;rrr te tai;i-

perbuatan tersebut' merupakan mrrlisiyat'

ketentriafl *indak' pidaia- peny6btrnd'upah diserahka[^ -'-

kepada'- pegif,tah ai'au'- hakriin un.tDk menentukannya. Iuiaksud perl

beriern hak adalatr untuk tnentelih:rra keperrtirrgarr sesuar

dengan perkembantan zaman. Syarat bagi hakim dalarn melren-

tulran hukuman i tu harus sesual .Jengan ke pent ingan masy;rrai

kat dan tj.dak boleh bertentangan dengan riash-nash syara

c1;rn prinsi p-prinsip yarrg umum.

Disamping itu rakyat diperintah untuk mentaat i

pera.curan yang d lbuat oleh nc6aI'd sef atrrer perintarh i + !,

tidak bertentan€5an dengan syaral Dalam ha1 ini pemerintarr

oal:rm batas-batas tertentu at;au wajar dapat melakukirn pLl

n6;utan-pungutan untuk keper:tingan kas negart Suna mencnu

l-egal

hukum
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kepet'rtirrgan rakyat.Pun6,,utan*pungutarl heei ct-tkai ;rdalafr i.e*

raturan pemerintali yang riitct.ipkarr oleh l-)erektorat l:eei Cu

liai.

llari uraian tersebut maka penyelundtrP;en y;ing

mempurry.ri rnotif meilshincl;eri bea ctl:ri..di l.risa ri ikrrrirk.]ri aiirrk

si hukuman pidaria ta'zlr , seba.b tidaik ada rtrrsh yarig

rnen6latur perbuatiin ter:se but akan te tnp i perbuatan terse

but nrerupakan ketentuan-kctet:tueln yang ditet;"rpkiirr perre'rrrr

tah.

{

i
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